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BAB III 
PENUTUP 
 
a. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, dapat ditarik 
kesimpulan  bahwa pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi para 
pekerja informal khususnya di sektor peternakan dan pertanian di 
Kecamatan Gamping belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Hal ini dapat diketahui dengan masih banyaknya pekerja informal yang 
belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Faktor penyebab para 
pekerja informal tidak mengikuti  program BPJS Ketenagakerjaan karena 
faktor-faktor sebagai berikut : 
1. Karena belum ada sosialisasi tentang program jaminan 
sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masih banyak 
para pekerja informal di Kecamatan Gamping yang tidak 
mengetahui tentang adanya program BPJS Ketenagakerjaan 
khususnya bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja 
informal.  
2. Karena para pekerja informal mayoritas berumur di atas 35 
tahun, sehingga mereka menganggap birokrasi BPJS 
Ketenagakerjaan terlalu rumit dan sukar dipahami, maka 
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mereka enggan mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam 
program BPJS Ketenagakerjaan. 
3. Karena di dalam kelompok masih banyak para anggota 
yang tidak bertanggungjawab terhadap iuran sosial  yang 
dikumpulkan oleh ketua kelompok untuk dibayarkan 
kepada BPJS Ketenagakerjaan.  
4. Faktor terakhir adalah karena iuran atau premi yang relatif 
tinggi , hasil kerja yang tidak menentu setiap bulannya, 
sehingga  mereka merasa keberatan untuk membayarkan 
iuran yang harus dibayarkan, menyebabkan para pekerja 
tidak mau ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan. 
b. Saran  
Berdasrakan data dan analisis penelitian diatas, maka saran-saran ini dapat 
diharapkan dapat berguna bagi BPJS Ketenagakerjaan dan para pekerja 
informal, antara lain : 
1. Setiap pekerja khususnya pekerja informal di DIY seharusnya 
mengikutsertakan dirinya ke dalam program jaminan BPJS 
Ketenagakerjaan, agar mereka mendapatkan perlindungan 
jaminan sosial disaat mereka bekerja. 
2. Harus ada sosialisasi yang jelas dengan  melakukan pendekatan 
pada setiap  kelompok-kelompok masyarakat yang ada di setiap 
kecamatan di DIY,  tentang adanya program jaminan BPJS 
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Ketenagakerjaan yang ditawarkan bagi para pekerja informal atau 
bagi pekerja bukan penerima upah. Masih banyak para pekerja 
informal yang tidak mengetahui tentang adanya program jaminan 
sosial yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan. 
3. Prosedur maupun birokrasi BPJS Ketenagakerjaan seharusnya 
mempermudah  pekerja informal bukan mempersulit, karena 
pekerja informal mayoritas berumur 40 tahun ke atas, sehingga 
ketika mereka melakukan pendaftaran jaminan sosial, mereka 
tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan prosedur yang telah 
dibuat. 
4. Kantor BPJS Ketenagakerjaan seharusnya tidak terletak di pusat 
kota saja, tetapi juga mencakup di seluruh wilayah  yaitu 
Kabupaten/ Kota baik di Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon 
Progo, dan Kota Jogja, sehingga mereka yang berasal dari luar 
Kota Jogja tidak terlalu jauh apabila ingin mendaftarkan dirinya 
untuk ikut serta ke dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. 
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